BAB IV
TANGGUNGJAWAB NEGARA SEBAGAI PELINDUNG

HAK ASASI MANUSIA DALAM KAJIAN FIQIH SYASAH

. Tanggung Jawab Negara Terhadap Warganya Menurut
Islam

Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah
laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di
sengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan
kesadaran akan kewajibannya. Dalam Islam, tanggungjawab
dikenal dengan istilah  Mas uliyah. Mas uliyyah  atau
Accountability ialah prinsip yang menuntut seorang pekerja
supaya senantiasa berwaspada dan bertanggungjawab atas apa
yang dilakukan atau dibelanjakan karena mereka akan di periksa
dan dipersoalkan bukan sekadar di dunia malah di hari
pembalasan. Tanggungjawab meliputi beberapa aspek, yakni:
tanggungjawab antara individu dengan individu (mas uliyyah
alafrad), tanggungjawab dengan masyarakat (mas uliyyah al-

mujtama’) sSerta tanggungjawab pemerintah (mas uliyyah al-

103



104

daulah) tanggungjawab ini berkaitan dengan baitul mal* Manusia
dengan masyarakat di wajibkan melaksanakan kewajibannya
demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara
keseluruhan. Tanggungjawab dengan masyarakat inilah yang
berhubungan dengan tanggungjawab negara terhadap hak asasi
manusia. Karena tanggungjawab ini berhubungan dengan
masyarakat luas dan tak terhingga.

Tanggungjawab itu bersifat kodrati, artinya sudah
menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti
dibebani dengan tanggungjawab. Apabila ia tidak mau
bertanggungjawab, maka ada pihak lain yang memaksakan
tanggungjawab itu. Dengan demikian tanggungjawab itu dapat
dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari
sisi kepentingan pihak lain.

Kepala negara dalam hukum Islam memiliki hak dan
tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab kepala negara baik
dilihat dari fungsi dan tujuan negara maupun pandangan para

ahli politik Islam seperti Al-Mawardi, lbnu Taimiyah dan

! Abd. Shomad, “Hukum Islam”, (Jakarta: Kencana, 2010) him.78
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Muhammad Yusuf Musa, memiliki kesamaan satu dan yang
lainnya, yaitu bahwa pada prinsipnya kewajiban kepala negara
sangat ditekankan kepada pemeliharaan agama, yaitu
terwujudnya syari’ah dalam kehidupan manusia, serta mengatur
kehidupan duniawi yang berkaitan dengan kebutuhan manusia.
Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kewajiban kepala negara
adalah amanah, bersikap adil, pengorganisasian jihad dan
dakwah, serta melaksanakan musyawarah. Al-Mawardi
mengkonsepsikan kewajiban kepala negara dalam teorinya
mengenai “sepuluh kewajiban kepala negara”, dan Muhammad
Yusuf Musa memandang bahwa kewajiban kepala negara yang
pertama, yaitu kewajiban menjelaskan dan memelihara agama,
dan merupakan kewajiban yang utama. Kewajiban lainnya
seorang kepala negara adalah menyebarkan ilmu pengetahuan
secara merata, serta mendidik warganya dalam ilmu agama
(sebagai fardu ‘ain) dan umum (sebagai fardu kifayah). Di
samping kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang kepala
negara, ia pun memiliki hak sebagai timbal balik dari kewajiban

yang ia laksanakan. Hak-hak tersebut meliputi ketaatan umat
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(rakyat) kepada kepala negara, dan hak untuk memperoleh biaya
hidup untuk diri dan keluarganya dari negara untuk lebih
menfokuskan aktivitas kepemimpinannya.

Kepala negara atau khalifah merupakan pemegang
kekuasaan dalam negara, dalam kedudukannya sebagai Kepala
negara bukan sebagai pribadi, selama umat tetap menempatkan
dirinya pada jabatan tertinggi tersebut. Jabatan ini dimaksudkan
agar ia dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan
Syari’at-Nya serta membimbingnya ke jalan kemaslahatan dan
kebaikan, mengurus kepentingannya secara jujur dan adil, serta
memimpin kehidupan umat manusia ke arah kehidupan mulia
dan terhormat.

Sekalipun demikian, seorang khalifah tetap merupakan
salah seorang dari warga itu sendiri, tetapi ia dipercayai untuk
mengurus agama dan mengatur dunia. Oleh karena itu, ia
merupakan orang yang paling banyak tanggung jawab dan
bebannya. Disamping itu pula, seorang khalifah atau kepala
negara bertanggung jawab langsung kepada Allah, juga

bertanggung jawab kepada umat yang telah mendelegasikan
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kekhalifahan kepada dirinya. Oleh sebab itu, ia tidak dapat
semena-mena memerintah orang lain dan beranggapan tak ada
lagi kekuasaan yang melebihi dirinya serta merasa sebagai
sumber kekuasaan.’

Berdasarkan norma-norma Islam (al-Quran dan
Sunnah), kemudian para ahli politik Islam menyusun apa yang
menjadi hak dan kewajiban kepala negara. Menurut Muhammad
Yusuf Musa Setiap hak dlimbangi dengan kewajiban, maka
seseorang tidak bisa menuntut haknya sebelum dia memenubhi
kewajibannya. Dengan cara demikian maka terjalin berbagai
hubungan antara manusia yang didasarkan kepada prinsip yang
kuat, adil, dan sehat® Karena itulah, Islam lebih banyak
membicarakan kewajiban daripada hak. Dengan melakukan
kewajiban, maka hak akan didapat.

Dalam Islam, negara atau khilafah memiliki kedudukan
bagi pengganti Nabi untuk memelihara agama dan mengatur

dunia. Ibnu Khaldun menjelaskan, khilafah merupakan

2 Abul ,Ala Al-Maudidi, “Sistem Politik Islam (Hukum dan
Konstitusi)”, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan. 1995), him. 171.

® Muhammad Yusuf Musa, “Nizam al-Hukm fi al-Islam " (Kairo: Dar
al-Kitab al-,,Arabi. t.t.), him. 137.
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pertanggungjawaban yang dipikulkan kepada seseorang untuk
mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara
pada kepentingan akherat. Karena semua persoalan keduniaan,
menurut pandangan agama, bermuara kepada kepentingan
akherat. Pada hakikatnya pemegang khilafah (kepala negara)
adalah sebagai pengganti Rasul dalam menjaga agama dan
mengatur dunia.

Berdasarkan pandangan tersebut tujuan negara dalam
Islam meliputi dua tujuan utama, yang secara langsung juga
merupakan  tanggung jawab  kepala negara  dalam
merealisasikannya, kedua tujuan tersebut adalah: Pertama,
melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah dan
Rasul-Nya dengan ikhlas serta patut, agar seluruh manusia dapat
dengan baik melakukan ketaatan kepada Allah; dan Kedua,
memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi,
misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan
menyalurkannya kepada yang berhak, dan mencegah timbulnya

kedhaliman.*

* Muhammad Yusuf Musa, “Nizam al-Hukm fi al-Islam ”,... h. 168.
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Kewajiban kepala negara dalam melaksanakan agama,
tidak bisa lepas dari tujuan syri’ah yang paling utama yaitu
terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam
konteks ini, tujuan tersebut tercakup dalam tujuan syariat
(magéshid al-syari’ah) yang meliputi lima cakupan yang tetap
bermuara kepada terwujudnya kemaslahatan. Menurut al-Syatibi,
kemaslahatan yang tercakup dalam lima aspek tersebut meliputi
pemeliharaan agama (hifz al-din), pemeliharaan jiwa (hifz al-
nafs), pemeliharaan keturunan (hifz al-al-nasl), pemeliharaan
akal (hifz al- ‘agl), dan pemeliharaan harta (hifz al-mal).”

Kepala negara yang memiliki peran sebagai pengganti
Nabi, baik dalam otoritas politik maupun keagamaan, memiliki
tanggung jawab menegakkan syari’ah, yang tujuan dari syari’ah
itu sendiri adalah kemaslahatan. Penegakkan syari’ah tidak bisa
menjadi tanggung jawab individu atau ummat semata, tetapi juga
menjadi tanggung jawab kepala negara (khalifah) karena Islam
tidak mengenal pemisahan antara tanggung jawab politik dan

tanggung jawab penegakkan agama (syari’ah) secara terpisah.

>Asafri Jaya Bakri, Konsep Magqashid Syari’ah menurut Al-Syatibi
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996), him. 71.
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Tentunya dalam aspek ini, kepala negara memiliki
tanggung jawab yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa,
keturunan, akal dan harta. Kelima aspek yang menjadi tujuan
syari’ah ini, merupakan hak ummat yang penegakkannya
menjadi tanggung jawab kepala negara.

Ibnu Taimiyah, seorang ahli ilmu politik Islam, sangat
menekankan bahwa betapa pun bentuk negara dan betapapun
cara terbentuknya negera tersebut, ia menghendaki agar syari’ah
dijadikan kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Jadi kewajiban-
kewajiban seorang kepala negara ditentukan oleh fungsi-fungsi
dan tujuan-tujuan syari’ah. Setiap wilayah di dalam Islam adalah
membuat agama untuk Allah semata-mata, inilah tujuan utama
negara.’

Sedangkan menurut Ibn Khaldun, kedudukan raja yang
sewajarnya ialah mewujudkan usaha memerintah rakyat sesuai
dengan tujuan dan keinginan rakyat yang memerintah. Tindakan
politik ialah memerintah rakyat sesuai dengan petunjuk akal

untuk kemajuan kepentingan duniawi dan menjauhkan kejahatan.

® Qamaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah, terj. Anas
Mahyudin (Bandung: Pustaka. 1983), him. 257-258
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Kekhalifahan adalah memerintah rakyat sesuai dengan petunjuk
agama, baik untuk soalsoal keakheratan maupun keduniawian,
yang bersumber dari soalsoal keakheratan itu, sebab dalam
pandangan Pembuat Undang-undang, semua soal keduniaan ini
harus dihukumi dari segi kepentingan hidup keakheratan. Oleh
karena itu, maka kekhalifahan (khilafat) adalah penggantian
Pembuat Undang-undang oleh khalifah, sebagai penegak agama
dan sebagai pengatur soal-soal duniawi dipandang dari segi
Agama.’

Menurut  Al-Bagilani tugas kepala negara untuk
melaksanakan fungsi negara adalah menegakkan hukum yang
telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh,
melenyapkan penindasan, dan meratakan penghasilan negara
bagi rakyat. Bagi al-Bagdadi, fungsi negara yang harus

dilaksanakan oleh kepala negara adalah melaksanakan undang-

" Ibn Khaldun, Mugaddimah Ibn Khaldun, terj. Ahmadie Thaha
(Jakarta: Pustaka Pidaus. 2000), him. 234.
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undang peraturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar

hukum, mengatur militer dan mengelola pajak dan zakat.?

1. Pandangan Al-Mawardi tentang Kewajiban Kepala
Negara

Nama lengkap ilmuwan ini adalah Abu Hasan Ali bin
Habib al-Mawardi Al-Bashri, yang hidup antara tahun 364-
450 H/975-1059 M. dia merupakan seorang pemikir Islam
terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi’i, dan pejabat tinggi
yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah, dia
mendapat kedudukan terhormat pada pemerintahan Khalifah
Al-Qadir.’

Menurut  al-Mawardi,  pengangkatan  khalifah
hukumnya wajib berdasarkan Syari’at, dan bukan
berdasarkan akal. Sebab khalifah bertugas mengurusi urusan-
urusan agama, namun bisa jadi akal tidak mengkategorikan
kepemimpinan (imamah) sebagai ibadah, kemudian tidak

mewajibkan kepemimpinan (imamah) tersebut. Akal hanya

8 2 J. Suyuthi Pulungan, Prinsip Pemerintahan dalam Piagam
Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran (Jakarrta: PT. Raja Grafindo
Persada. 1994), him. 76.

 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan
Pemikiran) (Jakarta: Ul Perss. 1993), him. 58.
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menghendaki agar setiap orang dapat melindungi dirinya dari
segala bentuk ketidakadilan, dan bukan pemutusan
hubungan, serta bertindak dengan adil dalam pelayanan dan
komunikasi. Namun syari’at menghendaki bahwa segala
persoalan menyangkut kepemimpinan (imamah) harus
diserahkan kepada aturan Allah swt. Karena kepala negara
(khalifah) disiapkan sebagai pengganti Nabi untuk menjaga
agama dan mengatur dunia.’®
Kepala negara yang menurut al-Mawardi sebagai

“Penganti Rasul”, memiliki sejumlah kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh kepala negara. Kewajiban-kewajiban itu

menurut al-Mawardi meliputi:

1). Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-
prinsipnya yang establish, dan ijma generasi salaf. Jika
muncul pembuat bid“ah, atau orang sesat yang membuat
syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya,

menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya

10 Al-Mawardi, Al-Ahkam  Al-Sulthaniyah  (Prinsip-prinsip
Penyelenggaraan Negara Islam), terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah.
2000), him. 1-2.
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2).

3).

sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar
agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan
ummat terlindungi dari usaha penyesatan.

Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara,
dan menghentikan perseteruan antara dua pihak yang
berselisish, agar keadilan menyebar secara merata,
kemudian orang kuat tidak sewenang-wenang, dan orang
yang teraniaya (lemah) tidak merasa lemah.

Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar
manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat
mana pun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan

harta.

4). Menegakkan supremasi hukum (huddd) untuk melindungi

5).

larangan-larangan  Allah  swt dari  upaya-upaya
pelanggaran terhadap larangan tersebut, dan melindungi
hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan
perusakan terhadapnya.

Melindungi dareah-daerah perbatasan dengan benteng

yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh
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7).

8).

9).
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tidak mampu mendapatkan tempat untuk menerobos
masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan
darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan
orang Muslim.

Memerangi orang yang menentang Islam setelah
sebelumnya ia dakwahi hingga ia masuk Islam, atau
masuk dalam perlindungan kaum Muslimin (ahl
dzimmah), agar hak Allah terralisir yaitu kemenangan-
Nya atas seluruh agama.

Mengambil fai (harta yang didapatkan kaum Muslimin
tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang
diwajibkan syari’at secara tekstual atau jihad tanpa rasa
takut dan paksa.

Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam
baitul mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian
mengeluarkannya  tepat pada  waktunya, tidak
mempercepat atau menunda pengeluarannya.

Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan

tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurusi
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masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh
orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh
orang-orang yang jujur.

10). Terjun langsung menangani segala persoalan, dan
menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin
umat dan melindungi agama

Tugas tersebut tidak boleh ia delegasikan kepada
orang lain dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika
tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh
ia berkhianat kepada umat, dan menipu penasihat. Hal ini

didasarkan kepada firman Allah dalam Q.S. Shad ayat 26

RS RG] r,e»u AT 6 tads alcdas 6 3500

&QMJA\Q‘&\JM&MLS}@\ "Yj
?LZ}\%;W@»@::\&}@@\M

Artinya: “Hai Daud sesungguhnya Kami menjadikan kamu
khalifah (penguaa) di muka bumi, maka berilah keputusan
(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah

kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan
kamu dari jalan Allah™.

Berdasarkan ayat di atas, Allah tidak hanya

memerintahan pelimpahan tugas, namun lebih dari itu Dia
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memerintahkan penanganan langsung. la tidak mempunyai
alasan untuk mengikuti hawa nafsu, jika hal itu ia lakukan,
maka ia masuk katagori orang tersesat. Inilah kendati
pelimpahan tugas dibenarkan berdasarkan hukum agama dan
tugas pemimpin, pelimpahan tugas termasuk hak politik
setiap pemimpin.
2. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Kewajiban Kepala

Negara

Nama lengkap Ibnu Taimiyah Tagi al-Din Abu Abbas
ibn Abdul Halim ibn Abdu al-Salam ibn Taimiyah. lbnu
Taimiyah lahir di Harran dekat Damaskus tahun 1262, dan
wafat dalam penjara tahun 1328. Ibnu Taimiyah hidup pada
masa penyerbuan bangsa Mongol ke dunia Islam, dia dikenal
sebagai seseorang yang memiliki kepribadian yang luar
biasa, dan dikenal juga sebagai seorang teolog Muslim abad
ke-13 dan 14 paling terkemuka.'!

Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam sedang

mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan

11 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Pemerintahan Islam Menurut lbnu
Taimiyah, terj. Mufid (Jakarta: Rineka Cipta. 1994), him. 22.
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dekadensi moral. Seperti diketahui, bahwa kekuasaan
pemerintah tidak lagi berada di tangan khalifah yang
berkedudukan di Bagdad, melainkan pada penguasa-
penguasa wilayah atau daerah, bahkan lbnu Taimiyah sendiri
yang tinggal di Damaskus hidup berada di bawah kekuasaan
Mamalik.

Melihat kondisi tersebut, Ibnu Taimiyah beranggapan
bahwa kebobrokan umat disebabkan oleh kebobrokan para
pemimpin dan kurang tepatnya para pemimpin dalam
memilih wakil-wakil dan pembantu-pembantunya, baik di
pemerintah pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu, dia
menyajikan suatu contoh atau model pemerintahan menurut
Islam berdasarkan keyakinan, bahwa umat hanya mungkin di
atur dengan baik oleh pemerintah yang baik. Kemudian Ibnu
Taimiyah mendasarkan teori politik pada al-Quran, surat An-

Nisa ayat 58-59*2

Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur’an
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Bandung:
2011) h.502
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. “Hai
orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta“atilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamubenar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya”.

Menurut Ibnu Taimiyah ayat yang pertama, yaitu ayat
58 surat al-Nisa, dimaksudkan bagi para pemimpin negara.
Demi terciptanya kehidupan bernegara yang serasi
hendaknya mereka menyampaikan amanat kepada pihak
yang berhak atasnya, dan bertindak adil dalam mengambil

keputusan atas sengketa antara sesama anggota masyarakat.
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Sedangkan ayat kedua, yakni ayat 59 surat al-Nisa, ditujukan
kepada rakyat. Mereka diperintahkan supaya taat, tidak saja
kepada Allah dan Rasul, tetapi juga kepada pemimpin
mereka, dan melakukan segala perintahnya selama tidak
diperintahkan berbuat maksiat atau perbuatan yang dilarang
oleh agama. Kemudian kalau terjadi perbedaan pendapat di
antara mereka, maka dalam mencari penyelesaian hendaknya
kembali kepada Allah (al-Quran ) dan Rasul (sunnah).
Selanjutnya menurut Ibnu Taimiyah, kewajiban kepala
negara adalah menyampaikan amanat kepada yang berhak,
serta berlaku adil dalam memutuskan perkara.™

Manifestasi amanat yang terkandung dalam ayat 58
surat alNisa, tersebut akan membawa dua manifestasi:
Pertama, dalam penunjukkan dan pengangkatan pejabat
negara; Kedua, dalam pengelolaan kekayaan negara,
pengurusan serta perlindungan atas harta benda dan hak milik

rakyat.

Pem

3 Munawir Sjadzali, “Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan
ikiran) ”,... h. 82-83.
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Ibnu Taimiyah menandaskan bahwa seorang kepala
negara yang memiliki kekuatan dan otoritas tertinggi dalam
umat memikul tanggung jawab yang paling berat pula.
Seorang kepala negara betanggung jawab terhadap
pelaksanaan segala kewajiban agama yang merupakan
lambang-lambang Islam, seperti berpuasa, melakukan ibadah
haji, menghormati hari raya led, berzakat, menjalankan
sanksi-sanksi  hukum  (hudid wa ta’zir), meratakan
kesejahteraan masyarakat, membela orang-orang Yyang
tertindas, menyempurnakan fungsi pelayanan-pelayanan
kemasyarakatan.

Fungsi-fungsi  ini  memiliki dimensi  temporal
(duniawi) dan spiritual, karena Allah nanti tidak hanya akan
meminta pertanggungjawaban kesejahteraan material rakyat
semata, tetapi juga, yang lebih penting, kelurusannya sendiri
beserta moral dan agama rakyatnya. Kekuasaan (wilayah)
merupakan sebuah amanah yang harus diarahkan kepala

negara kepada yang berhak.
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Menurut Ibnu Taimiyah, seorang kepala negara dapat
diibaratkan dengan wali anak yatim, atau pengurus wakaf,
yang mampu mengurus dan mengolah harta kekayaan
sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi orang yang telah memberikan
tanggungannya.’* Selain amanah, lbnu Taimiyah juga
menyebutkan keadilan sebagai bagian penting dari tugas
kepala negara. Menurutnya, penegakkan keadilan dan
amanah merupakan dua buah kualitas esensil bagi
pemerintahan Islam.

Selanjutnya tanggung jawab kepala negara adalah
jihad. Pengorganisasian jihad merupakan kewajiban bagi
seorang kepala negara. lzin untuk berjihad diterima Nabi
ketika ia hijrah ke Madinah. Kaum Muslimin dizinkan untuk
berperang membela diri terhadap serangan orang-orang
jahiliyah Mekkah (Q.S. al-Bagarah ayat 216). Kewajiban
untuk berjihad ini semakin lama semakin ditegaskan oleh al-

Quran yang di Madinah. Tujuan jihad adalah agar

4 Qamaruddin Khan, “Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah, terj. Anas
Mahyudin”, ... h 260.



123

keseluruhan agama untuk Allah semata-mata dan perintah-
Nya sajalah yang harus ditaati umat manusia.

Apabila seorang kepala negara menyatakan perang
melawan musuh maka jihad merupakan kewajiban
masyarakat (fardh ‘ala alkifayah); tetapi apabila musuh yang
mulai menyerang maka jihad berubah menjadi kewajiban
bagi setiap Muslim (fardh ‘ain). Di samping itu, lbnu
Taimiyah memandang syi“ar agama (da’wah) sebagai tuga
pokok dari seorang kepala negara, tetapi ia tidak
menggunakan istilah tersebut (yakni istilah da’wah) karena
orang-orang Khawarij menyebut diri mereka sebagai ahl al-
da’wah. Sebagai gantinya, ia menggunakan istilah al-amr bi
al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar. Menurutnya, da’wah
dan jihad harus dilaksanakan secara serentak

B. Analisa Temuan Tentang Relevansi Peran Negara Dalam
Merealisasikan Konsep Siyasah Syariyah
Dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang sudah jelas di
perintahkan Allah SWT kepada umat Islam agar menjalankannya

dengan benar sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Sunnah, kedua
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sumber hukum tersebut juga diperlukan terjemahan tersirat oleh
para ahli hukum dalam memberikan nuansa kehidupan baru yang
lebih baik, tatanan hukum itu adalah terciptanya kehidupan yang
harmonis, tentram, damai dan menghargai perbedaaan. Ide
tersebut memang sudah pernah digagas oleh Muhammad SAW
dalam Piagam Madinah.

Piagam Madinah adalah cerminan umat Islam dalam
penegakan hukum tanpa memandang suku, agama, ras ataupun
golongan yang mayoritas sekalipun, sebab semua dipandang
sama didepan hukum, tidak ada deskriminasi status atau
deskriminasi social. Oleh karena itu, penulis berusaha
menemukan kembali kejayaan hukum ketatanegaraan Islam yang
pernah digagas oleh Muhammad SAW melalui pendekatan
konsep maqgasid al-syari’ah

Konsep magasid al-syari’ah mempunyai kriteria-kriteria
kemaslahatan terhadap umat Islam, yaitu: memelihara Agama
(hifdz al- Din), memelihara jiwa (hifdz al-Nafs), memelihara akal
(hifdz al-Aqgl), memelihara keturunan (hifdz al-Nasl) dan

memelihara harta (hifdz Mal). Kelima prinsip yang
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dikembangkan sangat berkaitan erat dengan kehidupan social
yang nota bene-nya negara hukum, dalam hal ini adalah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara
hukum yang dilandasi dengan dasar hukum yang konstitusionil,
kelembagaan negara yang membawahi dan melindungi hak-hak
individu rakyat adalah bentuk konkrit negara dalam menerapkan
perannya supaya seluruh rakyatnya dapat hidup adil, Makmur dan
sejahtera tanpa adanya pihak-pihak yang memaksa. Peran
Lembaga atau departemen yang dibentuk pemerintah secara tidak
langsung mengadopsi pemaknaan konsep magasid al-syariah
yang luas dan mendalam.

Adapun beberapa lembaga atau departemen yang penulis
analisa sebagai bentuk dan peran negara yang peduli serta
berkesesuaian, walaupun masih banyak lembaga yang berperan
namun penulis hanya mencantumkan dua atau tiga saja sebagai
contohnya, lembaga atau departemen tersebut adalah sebagai

berikut:
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1.

Departemen Agama, merupakan wadah/sarana untuk
mewujudkan terpeliharanya Agama (hifdz al-Din),
Departemen ini dapat dikategorikan tegas dalam
menjalankan perannya menerapkan dan menjaga idiologi
masyarakat Indonesia agar tidak di intervensi dan di dikte
oleh pihak lain, merdeka dan bebas memeluk agamanya dan
konsisten menjalankan ajaran-ajarannya. Jika ada pihak yang
mencampuri  hal ini  diwajibkan  setiap  individu
mempertahankan kebebasannya agar tidak dipasung oleh
pihak lain. Tujuan memelihara Agama (hafidz al-Din) secara
khusus di utamakan kepada umat Islam agar dapat
memelihara agamanya, yaitu dengan berpedoman pada Al-
Qur’an dan Al-Sunah. Kewajiban tersebut juga didukung
oleh peran negara karena bersinggungan dengan persamaan
hak dan martabat seseorang dimuka hukum.

Memelihara keturunan (hafidz al-Nasl), hak reproduksi atau
dengan kata lain melestarikan generasi, melalui proses
pernikahan yang diperkuat dengan dasar hukum Undang-

undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Undang-undang ini
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memayungi hubungan atau proses perkawinan secara legal

syah dan diakui serta di catat oleh pemerintah.

2. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 39
Tahunl1999 tentang Hak Asasi Manusia) dan Mahkah
Konstitusi (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi). Ini juga merupakan sarana bagi
terwujudnya pemeliharaan jiwa dan peran negara dalam
penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini
adalah upaya perlindungan hak-hak individu, yakni
memelihara jiwa (hafidz al-Nafs), dalam hal ini, penulis
hanya mencantumkan tiga lembaga sebagai contoh konkrit
keseriusan pemerintah menaungi rakyatnya dengan kekuasaan
negara.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Hak atas Kekayaan
Intelektual, (Haki), dua lembaga negara ini berperan sebagai
wadah pemelihara akal (hafidz al-Aql), satu bersinergi pada
pembenahan fisik dan mental serta Haki melindungi daya

cipta atau kreatifitas hasil karya seseorang yang di catatkan
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dalam satu lembaga yang melindungi hak cipta orang
tersebut. BNN sebagai proses yang dibantu oleh aparat
kepolisian dalam menjaga negara ini terbebas dari jaringan
atau sindikat narkoba atau zat yang sejenisnya. Sedangkan
Haki adalah suatu badan yang dibawah Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia dalam melindungi karya seseorang
agar tidak dibajak atau ditiru tanpa izin oleh yang berhak.
Kedua lembaga ini merupakan realisasi dari konsep siyasah
syariyah (hafidz al-Aqgl) yang diperankan oleh negara.
Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan dan Bank Sentral (Undang-Undang No.
23/1999 tentang Bank Indonesia), adalah sarana pemelihara
harta (hafidz Mal). Departemen ini bertugas dan berfungsi
sebagaimana Undang-undang yang menaunginya,
Departemen keuangan berfungsi sebagai:

Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan
kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara;

Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan
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kekayaan negara; Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan
Negara menjadi tanggung jawabnya; Pengawasan atas
pelaksanaan tugas dibidang keuangan dan kekayaan negara;
Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan
di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Presiden.
Departemen Keuangan juga dibantu oleh Direktur Jenderal
yang tugas dan fungsinya merealisasikan pengelolaan
keuangan negara, pajak, bea cukai, anggaran negara dan lain
sebagainya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lembaga ini
mempunyai  kewenangan memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong
terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara,
serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintah yang
baik, bersih, dan transparan.

Bank Sentral atau yang kita kenal dengan sebutan Bank
Indonesia, Bank ini bertugas mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini
mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang

terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang
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negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan
laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada
perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara
lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk
memperjelas sasaran yang harus di capai Bank Indonesia serta
batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai
atau tidaknya tujuan Bank Indonesia.

Diantara beberapa departemen yang penulis uraikan diatas
adalah hanya representasi dari beberapa lembaga yang belum
penulis teliti lagi, karena lembaga tersebut penulis sudah
dapat menggarisbawahi bahwasannya konsep magasid
syari’ah tersebut juga secara tidak langsung sudah diterapkan
dan direalisasikan negara dalam mensejahterakan rakyat

dibawah naungan negara hukum.



